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Abstrak

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama dan sangat
berharga untuk menunjung kehidupan masyarakat, sehingga menjadi
bagian penting dari pembangunan negara. Kedati, seiring dengan
perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi
sumber konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat,
pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik
dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaiamana penyelesaian sengketa hak
atas tanah adat di Indoensia, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian
ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian
menunjukann bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan
pada kendala seperti tumpang tindih peraturan yang menciptakan
ketidakpastian hukum, minimnya bukti formal yang melemahkan
posisi masyarakat adat, penyerobotan tanah yang mengakibatkan
konflik sosial, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperumit
pengakuan hak ulayat. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat
terhadap layanan pendaftaran tanah menambah tantangan dalam
penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa tanah adat dapat
dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada
pengadilan dan jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, arbitrase
dan negosiasi.

Kata Kunci: Hak atas Tanah; Tanah Adat; Sengketa Agraria
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Land is one of the main natural resources and is very valuable to uphold
people’s lives, so it is an important part of the country’s development.
However, along with national development, customary land is often a source of
conflict. Overlapping interests between indigenous peoples, the government
and the private sector often trigger problems, both in the control and
management of the land. This research aims to find out how the settlement of
disputes over customary land rights in Indonesia, to achieve these objectives
this research uses normative juridical methods with a statutory approach and
conceptual analysis. The results show that the settlement of customary land
disputes is faced with obstacles such as overlapping requlations that create legal
uncertainty, lack of formal evidence that weakens the position of indigenous
peoples, land grabbing that results in social conflicts, and unclear land
boundaries that complicate the recognition of customary rights. In addition,
indigenous peoples’ limited access to land registration services adds to the
challenges of conflict resolution. Settlement of customary land disputes can be
done through litigation by filing a lawsuit with the court and non-litigation
through mediation, arbitration and negotiation.

Keywords: Land Rights; Customary Land; Agrarian Disputes

PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan salah satu elemen penting[1] yang diatur
dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara agraris, tenah memiliki
peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, naik dari segi
ekomoni, sosial, maupun budaya[2]. Hukum agraria memiliki peran yang
sangat penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah di
Indonesia[3]. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam utama, sangat
berharga untuk menunjung kehidupan masyarakat dan menjadi bagian penting
dari pembangunan negara. Dengan populasi yang terus berkembang dan
kebutuhan lahan yang tentunya akan meningkat, sengketa tanah menjadi
permasalahan yang sering kali tak terhindarkan. Sengketa tanah dapat terjadi
dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah kepemilikan, batas lahan.
Penguasaan tanah, hingga konflik masyarakat adat dengan pemerintah atau
perusahaan([4].

Tanah adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat hukum adat di Indonesia. Sebagai wujud penguasaan kolektif atas
tanah, hak ulayat mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, dan nilai
spiritual masyarakat adat. Tanah adat tidak hanya menjadi sumber
penghidupan, tetapi juga menjadi tempat berinteraksi dan melestarikan budaya
yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, seiring dengan

perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber
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konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan
sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun
pengelolaan tanah tersebut[5].

Dalam kerangka hukum nasional, hak atas tanah adat telah diatur
melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi
dasar utama pengakuan terhadap hak ulayat. Undang-undang ini menegaskan
bahwa hak ulayat diakui sepanjang keberadaannya tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional[6]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengelola
tanah ulayat sesuai dengan hukum adat setempat[7]. Peraturan Menteri
ATR/BPN, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, juga
memberikan panduan teknis terkait pengakuan dan pendaftaran hak tanah
adat.

Meskipun pengakuan terhadap hak tanah adat telah ada dalam berbagai
peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan utama adalah ketidaksamaan antara peraturan di tingkat nasional
dan daerah. Peraturan yang saling tidak mendukung diberbagai bidang
seringkali menyebabkan kesulitan dalam pengakuan hak atas tanah adat. Hal
ini disebabkan oleh adanya peraturan yang tumpang tindih dan tidak
konsisten, sehingga masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mendapatkan
kepastian hukum mengenai hak atas tanah mereka. Selain itu, lemahnya
dokumentasi formal kepemilikan tanah adat juga menjadi kendala bagi
masyarakat hukum adat dalam mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Hal
ini semakin diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat adat tentang
prosedur hukum formal yang diperlukan. Hal tersebut tentu dapat
menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah hukum yang sering
terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, konflik kepemilikan tanah yang
melibatkan individu, masyarakat maupun lembaga resmi yang diakui secara
hukum dan memiliki kewenangan dalam urusan tanah, serta tumpang tindih
sertifikat[8]. Penyelesaian sengketa tanah menjadi hal yang sangat penting
dalam sistem hukum agraria di Indonesia, dalam UUPA menetapkan prinsip —

prinsip dasar, seperti fungsi social tanah, pengakuan hak ulayat, dan keadilan
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sosial, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian
sengketa[9]. Perspektif hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah dapat
dilakukan melalui 2 jalur, jalur utama yaitu, jalur litigasi dan non - litigasi[10].
Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
yaitu di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Sedangkan non —
litigasi melibatkan pendekatan penyelesaian alternatif, seperti mediasi,
konsiliasi, dan arbitrase, proses penylesesaian sengketa yang fleksibel, cepat,
dan berpotensi mengurangi konflik yang berkepanjangan[11].

Di sisi lain, dinamika pembangunan nasional sering kali bertentangan
dengan prinsip pengelolaan tanah adat. Proyek infrastruktur, investasi swasta,
dan pengembangan kawasan ekonomi sering kali mengambil alih tanah adat
tanpa proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Kondisi ini
memunculkan sengketa agraria yang kompleks, melibatkan berbagai pihak
dengan kepentingan yang beragam. Proses penyelesaian sengketa sering kali
panjang dan tidak memihak masyarakat adat, yang pada akhirnya
memperlemah posisi hukum mereka.

Upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah adat
memerlukan pendekatan yang lebih terarah. Harmonisasi regulasi antar sektor
menjadi langkah awal yang penting untuk menyelaraskan kepentingan
masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan nasional. Selain itu,
pemerintah perlu mendorong pendaftaran tanah adat secara sistematis agar
masyarakat adat memiliki bukti hukum yang kuat[12]. Proses ini harus
melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat untuk memastikan bahwa
pengakuan terhadap tanah adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga
substansial.

Selain aturan hukum, pendekatan budaya juga sangat penting dalam
mengelola tanah adat. Hak ulayat bukan sekadar hak atas sumber daya, tetapi
juga bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan
yang berkaitan dengan tanah adat harus mempertimbangkan nilai-nilai adat
dan tradisi yang berlaku[13]. Dengan demikian, perlindungan terhadap tanah
adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa agraria, tetapi juga

untuk melestarikan warisan budaya bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif[14]. Penelitian hukum normatif (normative research) adalah penelitian
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yang dilakukan dengan lebih menakankan pada pemahaman dalam
memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas
hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya
penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan
internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[15].
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum
kepada individu, kelompok atau badan hukum untuk memanfaatkan
mengelola, atau menguasai sebidang tanah tertentu[l6]. Hak atas tanah
menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjaga keadilan, memberikan
kepastian hukum, dan menghindari konflik yang berkaitan dengan
kepemilikan maupun penggunaan tanah.

Pasal 3 UUPA secara jelas menyebutkan keberadaan hak ulayat
masyarakat hukum adat. Pengakuan ini diberikan sepanjang hak ulayat
tersebut masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional, berdasarkan prinsip kesejahteraan dan persatuan
bangsa. Hak ulayat merupakan hak masyarakat adat atas tanah yang
diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, pengakuan hak ini bergantung
pada syarat tertentu, seperti adanya bukti bahwa masyarakat adat benar -
benar ada[l7]. Kedati demikiann, interpretasi "kepentingan nasional" sering
kali menjadi persoalan karena kerap digunakan untuk mendahulukan
kepentingan pembangunan, seperti proyek infrastruktur atau investasi sektor
swasta. Hal ini menyebabkan tumpang tindih penguasaan tanah antara
masyarakat adat dan pihak lain, sehingga sering memicu konflik agraria.

Pengakuan hak ulayat oleh UUPA tidak secara otomatis memberikan
perlindungan hukum. Dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang jelas dan
efektif agar masyarakat adat dapat menikmati hak atas tanah mereka tanpa
ancaman perampasan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penguatan sistem
pendaftaran tanah adat serta edukasi kepada masyarakat adat tentang hak-hak
mereka menjadi langkah penting dalam mengimplementasikan Pasal 3 UUPA
secara menyeluruh. Dalam sengketa agraria, Pasal 3 UUPA memberikan dasar

hukum yang penting untuk mengajukan klaim atas tanah adat. Namun, dalam
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proses litigasi, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah
karena minimnya dukungan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara
masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan
untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat.

Tumpang tindih peraturan menjadi salah satu kendala utama dalam
penyelesaian sengketa tanah, khususnya terkait tanah adat. Peraturan dibidang
kehutanan dan pertanahan sering tidak sejalan, sehingga menciptakan
pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kawasan hutan yang telah lama menjadi
tanah ulayat sering kali diklaim sebagai tanah negara berdasarkan peraturan
kehutanan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan
akses atas tanah mereka yang dianggap bagian dari kawasan hutan[18]. Selain
itu, peraturan di tingkat pusat dan daerah kerap tidak harmonis, yang
memperparah tumpang tindih dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini
menimbulkan kesulitan dalam menetapkan status tanah adat, karena setiap
sektor memiliki interpretasi hukum yang berbeda. Akibatnya, konflik sering
kali berlarut-larut karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum
yang kuat. Situasi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi lintas
sektor untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat adat.

Ketidaksesuaian peraturan membuat penyelesaian sengketa menjadi
sulit. Akibatnya proses penyelesaian jadi lebih lama dan rumit, karena setiap
pihak bisa menggunakan aturan yang berbeda untuk mendukung
pendapatnya. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki aturan, seperti
penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,
pelaksanaannya masih terhambat karena koordinasi yang buruk antara
lembaga - Lembaga terkait. Lemahnya koordinasi tersebut sering Kkali
menyebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga konflik sulit diselesaikan
dengan cepat. Selain itu, kurangnya pemahaman di tingkat lokal tentang
peraturan terkait tanah adat memperburuk situasi. Banyak pemerintah daerah
yang belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur hak
ulayat, sehingga kebijakan di tingkat daerah sering bertentangan dengan
peraturan di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya harmonisasi
tidak hanya diperlukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal.

Upaya pemerintah untuk menyesuaikan aturan sering terhambat oleh
perbedaan kepentingan antar kementerian dan lembaga. Sebagai contoh,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memiliki pendekatan yang
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berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
dalam menetapkan status tanah ulayat. Hal ini menciptakan dualisme
kebijakan yang sering kali merugikan masyarakat adat[19]. Akibatnya,
masyarakat adat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan
hukum atas tanah ulayat mereka. Selain itu, dualisme ini menciptakan ruang
bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah
hukum demi kepentingan pribadi atau korporasi. Situasi ini semakin
memperumit penyelesaian sengketa agraria di lapangan.

Penyelesaian sengketa tanah merujuk pada proses yang diambil untuk
menyelesaian konflik terkait kepemilikan, penggunaan, atau batasan tanah.
Penyelesaian sengketa tanah sangat penting karena dapat mempengaruhi
keadilan sosial. Dalam penyelesaian sengketa tanah biasanya menggunakan 2
(dua) jalur, yaitu jalur non — litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa
tanah melalui jalur non - litigasi merupakan metode alternatif dalam
penyelesaian sengketa tanah tanpa harus melalui proses pengadilan.
Penyelesaian secara non — litigasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan
jalur litigasi yang dapat memakan waktu cukup lama, biaya tinggi. Bentuk
penyelesaian sengketa secara non — litigasi antara lain, Mediasi, Arbitrase dna
Negosiasi.

Jalur Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dipengadilan yang
melibatkan hakim sebagai pihak netral untuk memberikan keputusan
berdasarkan hukum. dalam konteks sengketa tanah, jalur litigasi melibatkan
gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan,
dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan[20]. Proses
pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu dengan
pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pihak
penggugat mengajukan dokumen gugatan ke pengadilan yang berwewenang,
seperti Pengadilan Negeri untuk sengketa tanah biasa atau Pengadilan Tata
usaha Negara (PTUN) untuk sengketa yang melibatkan keputusan administrasi
dan instansi pemerintah[21]. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus
mencantumkan alasan dan bukti yang mendukung, serta menyebutkan pihak
penggugat. Setelah itu masuk ke dalam persidangan, apabila gugatan telah
diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam

persidangan.
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Proses persidangan meliputi penyampaian argument, pemeriksaan saksi,
dan penyajian bukti oleh kedua belah pihak. Hakim bertugas untuk
mendengarkan dan menilai semua informasi yang disampaikan sebelum
mengambil keputusan. Setelah proses persidangan selesai, hakim akan
memberikan keputusan berdasarkan fakta — fakta dan bukti yang ada. Putusan
ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika salah
satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Mereka memiliki hak

untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Tanah ulayat masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14
Tahun 2024. Penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia menghadapi
berbagai kendala yang kompleks, seperti tumpang tindih aturan, minimnya
bukti formal, penyerobotan tanah, dan ketidakjelasan batas tanah. Tumpang
tindih aturan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat
penyelesaian konflik, sementara minimnya bukti formal melemahkan posisi
masyarakat adat dalam pembuktian hak. Selain itu, penyerobotan tanah dan
ketidakjelasan batas tanah semakin memperburuk situasi, menyebabkan
konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu
dilakukan penyetaraan aturan, mempermudah akses layanan pendaftaran
tanah, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk hak ulayat,
serta memperbaiki pengawasan dan meningkatkan aturan kepada masyarakat
adat. Memperbaiki aturan untuk masyarakat adat membutuhkan pendekatan
yang terbuka, kebijakan yang selaras disemua bidang, dan dukungan politik
yang kuat. Hal ini penting untuk menciptakan system pengelolaan tanah yang
lebih adil dan mendukung hak — hak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa

tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
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